'Kemudahan Memperoleh Bantuan Hukun.
bagi masyarakat tidak mampu

Berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Permohonan Bantuan Hukum
bagi masyarakat tidak mampu, dengan: \

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
dari Lurah/Kepala Desa; atau

b. Kartu Keluarga Miskin (KMM), atau Kartu
Jaminan Kesehatan Masyarakat
(Jamkesmas), atau Kartu Program
Keluarga Harapan (PKH), atau Kartu
Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau

c. Surat Pernyataan Tidak Mampu yang
dibuat dan ditandatangani Pemohon.

.

Melalui Penetapan Ketua Pengadilan,
memerintahkan beban biaya bantuan hukum
dibebankan kepada DIPA Pengadilan.

W
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Pemohon mendapatkan bantuan hukum.

Informasi lebih lanjut mengenai
SEMA No. 10 Tahun 2010
dapat diperoleh di pengadilan
negeri di seluruh Indonesia

atau kunjungi website kami di MD‘Y
‘dw:llwww.mahhmahagunq.go.id Mahkamah Agung Repablik lndonesia ‘




' TAHUKAH ANDA? §

Sekarang masyarakat dengan mudah bisa

memperoleh bantuan hukum dari negara
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Sesuai amanat
Undang-Undang,
negara berkewajiban
memberikan pelayanan
bantuan hukum dan
menanggung biaya
perkara bagi para
pencari keadilan yang
tidak mampu.

4 JENIS BANTUAN HUKUM
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Informasi lebih lanjut mengenai
SEMA No. 10 Tahun 2010
dapat diperoleh di pengadilan
negeri di seluruh Indonesia

! atau kunjungi website kami di
Nm:llww.mhhmahagung.go.ld




' Informasi Pengadilan Yang Anda Butuhkan
Bisa Diperoleh Dalam Waktu 1 Hari*
dengan biaya Terjangkau!!

(*) Apabila permohonan diajukan melalui proudur khusus

-

PROSEDUR BIASA

1 Permohonan disampatkan secara tidak
langsung, balk melalul surat atau
media elektronik
2 Informasi yang diminta bervolume besar.
Informasi yang diminta belum tersedia.
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2. Biaya penggandaan adalah biaya rill yang ditetapkan oleh penyedia jasa pelayanan penggandaan
3 Terdin atas - Biaya penggandaan (ex fotokopi) informasi
- Biaya transportasi untuk melakukan penggandaan tersebut
4. Terhadap p h f Wummmmnwnm
biaya leges karena yang dapat diberkan kepada pemoh bukan pakan resmi
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Bahwa Hak-hak Anda untuk Memperoleh Informa::
di pengadilan dijamin oleh SK 1-144 SK/KMA/1/2011
tentang Pedoman Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Pengadilan?

Informasi yang Wajib Diumumkan
Secara Berkala oleh Pengadilan

Profil & Pelayanan Dasar

Hak Masyarakat

Program Kerja, Kegiatan, Keuangan & Kinerja
Laporan Akses Informasi

Lainnya

SR S

Informasi yang Waijib Diumumkan
Secara Berkala oleh Mahkamah Agung

Informasi Penerimaan Pegawai
Daftar rancangan dan tahap pembentukan Peraturan
Yurisprudensi MA

Putusan Mahkamah Agung

Laporan Tahunan Mahkamah Agung
Rencana Strategis Mahkamah Agung

Informasi yang Waijib Tersedia Setiap Saat
dan Dapat Diakses oleh Publik

1. Informasi tentang Perkara dan Persidangan

2. Informasi tentang Peraturan, Kebijakan
dan Hasil Penelitian

3. Pedoman pengelolaan organisasi,
administrasi, personel dan keuangan Pengadilan.

P SIS 1)

Informasi lebih lanjut mengenai

SK 1-144/2011dapat diperoleh Australian

di pengadilan negeri di seluruh

Indonesiaatau kunjungi website kami di AIDQ
ﬂupzlm.mhhmmgung.go.ld Mahkamah Agung Republik Indonesia r 4
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